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ABSTRAK 

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sistem peradilan pidana 

yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana agar terpidana 

kembali menjalani kehidupan normal bermasyarakat. Selama menjani proses 

hukumannya warga binaan pemasyarakatan memiliki beberapa hak-hak yang 

harus dipenuhi, hak-hak tersebut yang mana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) 

UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan hak-hak 

tersebut tentu narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik 

selama di LAPAS, seluruh warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti seluruh 

kegiatan yang ada di LAPAS tanpa terkecuali mereka narapidana lansia. 

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian 

lapangan (field research) yaitu melakukan wawancara langsung kepada Warga 

Binaan Pemasyarakatan dan menyebar kuesioner bagi narapidana lansia yang 

berisikan pembinaan-pembinaan narapidana selama di LAPAS, serta melakukan 

wawancara terhadap petugas atau pegawai di LAPAS tersebut. Adapun objek dari 

penelitian adalah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi. Berdasarkan tersebut, maka 

dirumuskan pokok permasalahan yakni bagaimana pembinaan narapidana lansia 

di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi serta apa saja kendala-kendala selama 

pembinaan berlangsung, dan apakah pembinaan narapidana di LAPAS Kelas IIB 

Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan.  

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pembinaan yang di lakukan oleh LAPAS Kelas IIB 

Banyuwangi dalam memberikan pembinaan petugas lebih menggunakan 

pendekatan secara personal agar nantinya warga binaan tidak merasa canggung 

atau takut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di LAPAS. Serta dalam 

segala aktivitas maupun program pembinaannya berkiblat pada UU No. 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan. Meski dalam UU Pemasyarakatan itu sendiri tidak 

dijelaskan secara rinci mengenai pembinaan khusus bagi narapidana lansia, 

namun petugas LAPAS Banyuwangi berinisiatif membagi atau mengkhususkan 

narapidana lansia untuk megikuti satu program saja yang dianggap mudah dan 

tidak membutuhkan banyak tenaga, seperti pembinaan kerohanian. Dalam suatu 

kegiatan tentu tidak lepas dari suatu kendala atau hambatan, begitu juga dalam 

pembinaan di LAPAS Banyuwangi memiliki beberapa kendala seperti kurangnya 

SDM maupun minimnya sarana dan prasarana salah satunya kelebihan daya 

tampung yang tidak hanya terjadi di LAPAS Banyuwangi melaikan diseluruh 

LAPAS di Indonesia, hal ini tentu harus menjadi sorotan utama pemerintah agar 

narapidana memperoleh tempat yang layak dan nyaman. Adapun beberapa 

kendala tersebut tidak menyurutkan keberhasilan program pembinaan yang 

dilaksanakan di LAPAS Banyuwangi terbukti dengan minimnya pegulangan 

tindak kejahatan (residivis). 

Keyword : Pembinaan, Narapidana Lansia, LAPAS Banyuwangi 
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MOTTO 

 

Berperilakulah sesuai dengan hatimu 

Tidak usah menunjukkan baikmu,karena orang yang 

membencimu tak peduli itu 

Tidak usah menunjukkan burukmu, karena orang yang 

mencintaimu tak butuh itu 

 

 

Terkadang seseorang hanya siap untuk tinggi 

Tapi lupa kalau dalam ketinggian ia juga bisa terjatuh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh 

masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Pembangunan 

nasional dalam Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu 

masyarakat yang berkeadilan.  

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam 

proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara 

Indonesia adalah negara hukum. Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan 

negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut 

tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan 

hukum di Indonesia. 

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni 

sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan 

(dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi 

yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui 
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bagi para pihak yang berkompeten dalam  penegakannya.
1
 Hukum pidana di 

Indonesia masih berpegang pada hukum pidana buatan Belanda, terutama yang 

disebut Wetboek van Strafecht (WvS). Membicarakan hukum pidana sama saja 

membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada 

pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang 

istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan 

yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut 

pemidanaan.  

Pemidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan 

mencegah terjadinya kejahatan.
2
 Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap 

seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan 

untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku 

ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang 

lebih penting dari pemidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar 

menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang 

baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

Dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

menyatakan bahwa: 

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 

Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga 

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 

                                                           
1
Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 39-40. 

2
Roni Wiyanto,  Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 

2012), hlm. 110. 
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dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 

dan bertanggung jawab”.
3
 

 

Sementara itu, dalam Pasal 10 KUH Pidana dikenal dua macam pidana 

yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah 

pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari 

seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam 

sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut 

harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.
4
 

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang 

kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang 

berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di LAPAS sebagai 

narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku 

agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan 

dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam 

masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi 

terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dibawah naungan Kementrian Hukum 

dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta 

memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali 

menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive 

                                                           
3
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

4
Lamintang, Hukum Panitensir Indonesia, (Bandung: Aremico, 1986), hlm. 58. 
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life) di tengah-tengah masyarakat.
5
 Narapidana yang menjalani pembinaan di 

LAPAS mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan 

dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat 

yang baik dan taat aturan. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa pengertian 

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan bahwa narapidana 

adalah “terpidana yang menjalani hilang kemerdekannya di LAPAS”. 

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan 

dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan 

pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan 

masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut 

dipenuhi. 

Adapun hak-hak narapidana yang harus diberikan atau dipenuhi telah 

diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

yaitu: 

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 

c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

                                                           
5
Ruslan Renggong, Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses 

Penahanan di Indonesia), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 226. 
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e. menyampaikan keluhan; 

f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 

tidak dilarang; 

g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 

i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 

j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 

k. mendapatkan pembebasan bersyarat; 

l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan 

m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Lebih khusus mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah No. 99 Tahun 2012.
6
 

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-

perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan 

tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga 

pembina yang cukup dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu masyarakat 

wajib diturut sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan terpidana dan 

digerakkan agar menerima kembali terpidana yang telah lepas dari lembaga 

                                                           
6
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 
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sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup 

barunya.
7
 

Dalam hal ini, objek penelitian yang penyusun ambil adalah LAPAS Kelas 

IIB Banyuwangi, terhitung bulan Desember 2016 mempunyai warga binaan 

pemasyarakatan berjumlah 744 tahanan dan  narapidana, 16 orang diantaranya 

termasuk dalam kriteria lansia (usia +60 tahun).
8
 Selama menjani proses 

hukumannya warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti kegiatan yang ada di 

LAPAS Banyuwangi tanpa terkecuali mereka narapidana lansia.  

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia  

adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 

60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan 

keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan 

tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang 

minimal. Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti 

kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara 

itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat 

diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang  memadai dan 

kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu 

                                                           
7
Soedjono Dirdjoasworo, Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan), (Bandung: 

CV. Armico, 1984), hlm. 200. 

8
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwildiakses pada tanggal 27 

Oktober 2016,  pukul 11:00 WIB  

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil
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pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif 

bagi narapidana lanjut usia.  

Tidak ada aturan secara khusus dalam pembinaan narapidana lansia di 

LAPAS Banyuwangi, selama menjalani proses hukumannya 16 narapidana lansia 

tersebut mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan 

yang lainnya. Namun dilihat dari menurunnya segi keberfungsian organisme yang 

dipengaruhi oleh bertambahnya usia yang sudah tidak muda lagi, selain itu dengan 

over kapasitas penghuni warga binaan pemasyarakatan, maka petugas LAPAS 

Banyuwangi memfokuskan pembinaan kerohanian, olahraga (senam), dan 

kegiatan ringan kepada narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. Berdasarkan 

UU Pemasyarakatan pun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan 

narapidana lanisa yang mana pada umumnya setiap orang memiliki kebutuhan di 

tiap-tiap fase kehidupannya, termasuk juga dalam rentang kehidupan lansia. 

Masalah lansia  biasanya disebabkan kerena ketidakberdayaan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pada rentang kehidupan lansia seperti kebutuhan 

primer (kebutuhan Biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan Kesehatan, 

kebutuhan Psikologis dan kebutuhan Sosial) dan kebutuhan sekunder (kebutuhan 

dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang bersifat keagamaan, kebutuhan dalam 

pengisian waktu luang, kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang 

bersifat politis). Dalam hal ini penyusun merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul : 
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“PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA BERDASARKAN UU NO. 12 

TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN 

BANYUWANGI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di LAPAS 

Banyuwangi? 

2. Apa kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lansia di LAPAS 

Banyuwangi? 

3. Apakah pembinaan narapidana lansiasudah sesuai dengan UU No. 12 tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan dalam penulisan ini adalah : 

a. Untuk mendiskripsikan bentuk pembinaan narapidana lansia berdasarkan 

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dilakukan di 

LAPAS Banyuwangi. 

b. Untuk memperoleh informasi mengenai kendala-kendala dalam pembinaan 

narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. 



9 
 

c. Untuk menganalisis apakah evaluasi pembinaan narapidana di LAPAS 

Banyuwangi telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau 

belum. 

2. Kegunaan  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam pengembangan wawasan keilmuan terkait  pembinaan narapidana 

lansia di LAPAS  bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam 

lingkup hukum pidana di Indonesia. 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal yang 

berhubungan dengan pembinaan narapidana lansia. 

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang apakah pembinaan narapidana lansia sudah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. 

d. Bagi instansi Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya bagi narapidana lansia yang 

harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah 

ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian 

yang telah penyusun temukan diantaranya sebagai berikut:  
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Skripsi karya Walia Rahman yang berjudul “Pembinaan Narapidana 

Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”
9
 membahas 

pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Yogyakarta, 

pembinaan khusus merupakan salah satu pembinaan yang diperoleh narapidana 

residivis, yang dimaksud dengan pembinaan khusus yakni meliputi perlakuan, 

pengawasan, dan pengamanan yang lebih. Perbedaan dalam penelitian yang akan 

penyusun teliti adalah terletak pada pokok pembahasannya, penyusun akan 

meneliti pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. 

Skripsi karya Mu’arif yang berjudul “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak 

Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model 

Pembinaan Bagi Narapidana”
10

 menjelaskan pentingnya pelaksanaan pembinaan 

khususnya dalam hak untuk mendapatkan pendidikan, dimana pendidikan 

merupakan elemen dasar hak asasi manusia. Perbedaan dalam penelitian yang 

akan penyusun teliti adalah penyusun membahas mengenai pembinaan narapidana 

lansia yang mana pada lansia pembinaan perawatan (fisik) lebih dibutuhkan 

dibanding pembinaan yang lain. Mengingat pada usia-usia tersebut akan terjadi 

penurunankesehatandanketerbatasanfisik. 

Skripsi karya Leni Ainurromah yang berjudul “Pembinaan Bagi 

Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 

                                                           
9
Walia Rahman, “Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

A Yogyakarta”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 

10
Mu’arif yang berjudul, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”.Skripsi. 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.  
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Kelas II A Yogyakarta”
11

 menekankan pembinaan narapidana pelaku kejahatan 

narkotika dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perbedaan dalam 

penelitian yang akan penyusun teliti adalah penyusun lebih menitikberatkan pada 

pembinaan narapidana lansia. 

Skripsi karya Yudhar Haryanto yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan 

Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Untuk 

Menanggulangi Residivis”
12

 menjelaskan faktor penyebab narapidana yang telah 

mendapatkan pembinaan namun masih menjadi residivis disebabkan karena 

adanya tekanan ekonomi, adanya penolakan atau tanggapan negatif dari 

masyarakat, tidak terserap dalam dunia kerja, dan adanya kebiasaan perilaku 

(pada residivispembunuhan dan penganiayaan) yang mudah tersinggung, serta 

cara pembinaan untuk menanggulangi resdivis. Perbedaan dengan penelitian yang 

akan penyusun teliti adalah penyusun fokus pada  pembinaan narapidana lansia, 

selain itu penyusun membahas mengenai faktor pendorong ataupun penghambat 

tercapainya tujuan pembinaan bukan tentang cara penanggulangan. 

Skripsi karya I Wayan Wahyu Wira Udytama yang berjudul “Efektifitas 

Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”
13

 menjelaskan efektifitas 

                                                           
11

Leni Ainurromah, “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di 

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

12
Yudhar Haryanto, “Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Untuk Menanggulangi Residivis”. Skripsi. Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010. 

13
I Wayan Wahyu Wira Udytama, “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui 

Pembekalan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”. Skripsi. 

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010. 
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pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana, yang mana dalam pelaksanaannya 

telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perbedaan 

dengan penelitian yang penyusun teliti adalah penyusun lebih mengkhususkan 

pembinaan narapidana lansia yang mana lebih memfokuskan pada pembinaan 

secara fisik (kesehatan). 

Skripsi karya Rifqi Akbar yang berjudul “Bimbingan Konseling Islam dan 

Pembentukan Identitas Diri Santri At-Taubah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi”
14

 

menjelaskan pemenuhan bimbingan konseling Islam dan pembentukan identitas 

diri terhadap santri di masjid At-Taubah LAPAS Banyuwangi. Perbedaan dengan 

penelitian yang penyusun teliti penyusun hanya memfokuskan pada pola 

pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. 

Skripsi karya Nurlatiful Jannah yang berjudul “Persepsi Narapidana 

tentang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Islam dan Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIB Banyuwangi”
15

 menjelaskan persepsi atau pendapat narapidana 

terhadap pentingnya pembinaan keagamaan khususnya Islam dalam LAPAS 

Banyuwangi. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah 

penyusun tidak memfokuskan pada pembinaan keagamaan Islam saja melainkan 

seluruh kegiatan pembinaan yang diikuti oleh narapidana lansia di LAPAS 

Banyuwangi. 

                                                           
14

Rifqi Akbar, “Bimbingan Konseling Islam dan Pembentukan Identitas Diri Santri At-

Taubah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi”. Skripsi. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimy 

Situbondo, 2015. 

15
Nurlatiful Jannah, “Persepsi Narapidana tentang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan 

Islam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwangi”. Skripsi. Fakultas Tarbiyah STAIN 

Jember, 2014. 
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Setelah penyusun menelaah beberapa karya ilmiah, telah banyak karya 

ilmiah yang membahas tentang pembinaan narapidana beberapa penelitian juga 

dilakukan di obyek yang sama yakni LAPAS Banyuwangi, akan tetapi penyusun 

belum menemukan karya ilmiah yang mengulas lebih spesifik tentang pembinaan 

narapidana lansia, yang mana kita tahu bahwa berkisar usia 60 tahun sampai 70 

tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka 

diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Selain itu informasi pelayanan 

kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sehingga, narapidana lansia 

perlunya mendapatkan pembinaan dan perawatan yang efektif. Maka dari itu, 

penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun angkat berkaitan dengan 

Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi, didapatkan kerangka teori 

yang relevan terhadap penelitian tersebut adalah dengan menggunakan teori asas 

kepastian hukum dan asas ketaatan hukum. 

1. Asas kepastian hukum  

Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara,
16

 dengan 

                                                           
16

 Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 

2004), hlm. 86 
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kata lain suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik 

atau tepat yang merupakan tujuan utama dari hukum.
17

   

Menurut Sudikno Mertukusumo kepastian hukum merupakan sebuah 

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam 

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, 

sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya 

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8 (delapan) 

asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum 

akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat 

kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak 

berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu; 

b. Peraturan tersebut diumumkan kepada public; 

c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem; 

d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum; 

e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 

f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa 

dilakukan; 

g. Tidak boleh sering diubah-ubah; 

                                                           

17
http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/,diakses 

pada 30 Maret 2017 pukul 15.30 WIB. 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/


15 
 

h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari. 

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara 

peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, 

perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif 

dijalankan.
18

 

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam 

hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” 

dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan 

kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. 

Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. 

Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika 

dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak 

jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang 

mengakibatkan ketidakpastian hukum. 

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum 

itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga 

daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan 

hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan 

lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan 

sesuatu hak tertentu.  

                                                           
18

 http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/ diakses 

pada 5 mei 2017 pukul 09:00 WIB 

http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/
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Asas kepastian hukum dapat diartikan sangat krusial dalam implementasi 

terhadap adanya peraturan yang telah ada. Jika hukum tidak ada kepastian maka 

hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati 

diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. 

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, 

hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat 

umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan 

pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap 

positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian 

hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian 

akibat pelanggaran hukum dari orang lain. 

Sebagaimana hal ini sesuai dengan prinsip dari negara hukum Indonesia 

yang menjelaskan bahwa aturan /hukum merupakan tolok ukur dari implementasi 

undang-undang itu sendiri. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan menjelaskan pemasyarakatan merupakan salah satu elemen dari 

sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan merupakan tatanan 

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, 

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan 
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dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang 

baik dan bertanggungjawab.
19

 

Dalam ranah yuridis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam 

upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakuan 

dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pelaksanaan 

pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh 

petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Demikian maka, 

pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang 

akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara 

mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak 

manusiawi.  

Demikian maka, kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung 

masyarakat.
20

 Sebagaimana dalam negara hukum berarti bahwa segala kehidupan 

berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini 

berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik 

pemerintah ataupaun warga negara harus tunduk terhadap hukum.
21

 

 

 

 

                                                           

19
Widodo, Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 

2009),  hlm. 78. 

20
Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 295. 

21
Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 37. 
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2. Teori Ketaatan Hukum 

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran 

hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik 

adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai 

sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.
22

 

Seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat 

faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan 

sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga 

bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau 

tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan 

yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang individu 

memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. 

Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu 

aturan hukum, juga karena alasan moral. 

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga 

jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman
23

 

a. Compliance (Kepatuhan); 

b. Identification (Identifikasi); 

c. Internalization (Internalisasi). 

                                                           
22

 http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-

dan.html diakses pada 5 mei 2017 pukul 10:00 WIB. 

23
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana, 

2009), hlm. 347-348. 

http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html
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Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang 

dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, 

misalnya hanya taat karena compliance, dan tidak karena identification atau 

internalization. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, 

berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena 

aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga 

sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya 

dengan pihak lain. 

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis 

ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu 

aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektinya aturan tersebut, 

tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efeketifitasnya. Semakin 

banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-

undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “compliance” atau 

“identification” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya 

semakin banyak ketaatannya “internalization”, maka semakin tinggi kualitas 

efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.
24

 

Demikian maka, jika dikaitkan dengan suatu pembinaan narapidana yang 

berada dalam LAPAS, apakah seseorang narapidana akan melaksanakan 

pembinaan dengan baik atau tidak yang mana hal tersebut merupakan kegiatan 

wajib narapidana selama menjalankan hukuman di LAPAS serta sebagai penilaian 

atau penunjang narapidana untuk mendapatkan hak keringanan berupa remisi atau 

                                                           

24
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cuti menjelang bebas. Selain itu dalam memberikan pembinaan apakah ketaatan 

hukum itu sendiri juga dilakukan oleh petugas LAPAS sebagai subyek penting 

untuk mencapai tujuan UU Pemasyarakatan, yakni dengan memberikan seluruh 

hak dan memberlakukan kewajiban kepada seluruh narapidana atau tidak. 

Kalkulasi-kalkulasi tersebutlah yang harus dipertimbangkan oleh seseorang 

narapidana dalam menentukan pilihan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan-

aturan yang telah ditetapkan oleh LAPAS yang mana berdasarkan UU No. 12 

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Berkaitan dengan penelitian yang akan penyusun laksanakan, jenis 

penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian 

yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek 

tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.
25

 

Untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pelaksanaan 

penyusun melakukan wawancara kepada salah satu pegawai LAPAS Banyuwangi 

dan 7 orang narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi selain itu juga akan 

dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang 

berkaiitan dengan penelitian. 

                                                           
25
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan 

menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis obyek 

penelitian segala indikator yang menyangkut pembinaan narapidana lansia di 

LAPAS Banyuwangi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan 

dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian menganalisa guna 

menjawab permasalahan yang ada.
26

 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dikatikan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi 

di dalam obyek penelitian. Penggunaan pendekataan ini berguna untuk 

mengidentifikasi efektifitas bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana lansia 

melalui wawancara dengan pihak LAPAS Banyuwangi dengan UU No. 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan. 

4. Sumber data 

Sumber data yang digunakan untuk menelaah terhadap dokumen dan 

wawancara yang ditemukan penyusun di lapangan adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

penelitian di lapangan, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa 

sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek 

                                                           
26
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penelitian. Adapaun data maupun informasi yang diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara langsung dari para pihak di LAPAS Banyuwangi, yaitu 

narapidana lansia dan petugas LAPAS Banyuwangi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan 

kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar 

hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No.13 

Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Peraturan Pemerintah No. 32 

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah keduakalinya dengan 

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. 

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data 

sekunder dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, hasil 

penelitian hukum, artikel, jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan 

pokok bahasan. 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian 

untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan wawancara. 

Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, penyusun menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan 

yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-

keterangan
27

 melalui interaksi atau perbincangan dengan pihak LAPAS 

Banyuwangi, yang pertanyaannya tidak disusun secara sistematis. Dalam 

interview ini penyusun mencoba sharing oleh pihak LAPAS Banyuwangi dalam 

membahas pembinaan narapidana lansia. 

b. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis 

yang ditujukan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian. Dengan maksud 

memecahkan masalah sesuai permasalahan yang diangkat oleh penyusun.
28

 Dalam 

penelitian ini penyusun mengobservasi bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana 

lansia di LAPAS Banyuwangi. 

 

 

                                                           
27

S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 

113. 

28
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(Surabaya,:Usaha Nasional, 1981), hlm. 82. 
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c. Dokumentasi 

Studi dokumen dengan cara pengumpulan data atau variabel
29

, data 

tersebut berupa dokumen-dokumen atau arsip LAPAS Banyuwangi, maupun foto-

foto yang berhubungan dengan penelitian guna memberikan informasi berkenaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

6. Teknik Analisa Data 

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah 

analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah data dengan cara 

mengelompokkan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan 

itu.
30

 Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam 

bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara 

pronlem penelitian dapat dipelajari dan diuji.
31

 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang 

peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada 

pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan. 

                                                           
29
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Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai 

suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif 

yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan 

dihitung secara sistematis, karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata). 

Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 

diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya 

dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk 

menentukan hasilnya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka 

pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian 

ini terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. 

Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk 

mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjaun umum tentang pembinaan 

narapidana yang terdiri atas tiga bab. Pertama, penjelasan mengenai lembaga 

pemasyarakatan. Kedua, mengenai pembinaan narapidana: penjelasan pembinaan 
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narapidana menurut pasal 5 UU Pemasyarakatan, asas-asas atau prinsip 

pembinaan, dan pola pembinaan narapidana menurut Kepmen tahun 1990. Ketiga, 

mengenai hak-hak narapidana: penjelasan hak-hak narapidana menurut UU 

Pemasyarakatan dan beberapa persyaratan narapidana yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan hak. Keempat, tinjauan tentang lansia: definisi, kebutuhan, upaya 

peningkatan, serta hak dan kewajiban lansia menurut UU Kesejahteraan Lansia.  

Bab ketiga, akan membahas mengenai gambaran umum LAPAS 

Banyuwangi. Pertama, terkait oleh sejarah, visi dan misi, tujuan, tugas pokok dan 

fungsi, serta struktur kepengurusan LAPAS Banyuwangi. Kedua, terkait oleh 

bentuk pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. 

Bab keempat, akan membahas mengenai analisis terkait dengan bentuk 

pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi, kendala-kendala yang ada 

di lapangan, serta kesesuaian undang-undang tentang pemasyarakatan dalam 

pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil 

penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan pemberian saran–saran dari penulis 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi 

ini, baik data yang didapat dari wawancara maupun dengan referensi terkait, maka 

penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pola pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi dalam 

memberikan pembinaan petugas lebih menggunakan pendekatan secara 

personal atau pribadi (face to face) agar nantinya warga binaan tidak 

merasa canggung atau takut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di 

LAPAS. Namun yang menjadi pokok pembahasan yaitu terhadap 

narapidana lansia, tidak ada perbedaan yang mendasar dengan pembinaan 

terhadap narapidana pada umumnya, akan tetapi mengingat mayoritas 

narapidana lansia di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi sebagai pelaku tindak 

pidana asusila anak dibawah umur, maka petugas lebih memfokuskan pada 

pola pembinaan kerohanian. Pembinaan yang tidak membutuhkan banyak 

energi serta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada dasarnya segala 

proses pembinaan di LAPAS Kelas IIB Bayuwangi tidak lepas dari UU 

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

2. Setiap proses kegiatan tentu tidak terlepas dengan adanya suatu hambatan 

atau kendala, seperti yang diketahui bersama permasalahan yang terjadi di 

seluruh LAPAS di Indonesia yakni kelebihan daya tampung, yang 

mengakibatkan kurangnya rasa nyaman dan layak bagi narapidana, tentu 
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hal ini juga menimbulkan jalannya program pembinaan yang kurang 

maksimal. Selain itu juga terdapat kendala lain seperti kurangnya pegawai 

(SDM), narapidana yang seharusnya memperoleh hak dalam hal 

pembinaan, pengawasan, serta pelayanan secara maksimal akan tetapi 

akibat minimnya pegawai di LAPAS mengakibatkan mereka tidak 

mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. 

3. Pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi sudah sesuai dengan 

mengkiblatkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai 

pokok dasar segala kegiatan yang ada di LAPAS. Terlepas adanya suatu 

kebijakan petugas untuk memberikan pembinaan khusus terhadap 

narapidana lansia dengan memfokuskan pada pembinaan kerohanian saja, 

maka hal tersebut termasuk tindakan diskresi. Tindakan diskresi tersebut 

diambil untuk memenuhi kepastian hukum yang di dalam UU belum 

mengatur dengan lengkap tentang pembinaan narapidana lansia. Minimnya 

tingkat residivis di LAPAS Banyuwangi dapat dikatakan bahwa program 

pembinaan sukses. Mengingat segala kegiatan yang dilaksanakan oleh 

petugas dan diikuti oleh seluruh narapidana dengan hasil minimnya 

residivis maka hal ini suatu bentuk ketaatan hukum petugas dan 

narapidana untuk melaksanakan tujuan UU itu sendiri. 
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B.  Saran 

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Pemerintah 

Lebih terstruktur untuk menempatkan para narapidana agar tidak terjadi 

kelebihan daya tampung sehingga tidak mengesampingkan hak-hak 

narapidana. Seperti dalam hal memberikan penambahan ruang dan 

peningkatan jumlah petugas agar dapat memaksimalkam fungsi dari 

pembinaan yang terdapat di LAPAS khususnya di LAPAS Banyuwangi. 

2. Untuk LAPAS Banyuwangi 

Lebih mengoptimalkan pembinaan yang ada di LAPAS Banyuwangi, 

mengingat berhasilnya suatu pembinaan dengan menurunnya jumlah 

pengulangan tindak pidana (residivis) merupakan salah satu tujuan dari 

pemasyarakatan itu sendiri. 

3. Untuk Narapidana 

Diharapkan lebih semangat dan ikhlas dalam ikut serta berpartisipasi 

dalam mengikuti pembinaan di LAPAS, mengingat bahwa pembinaan itu 

sendiri merupakan sebuah proses mengevaluasi diri untuk menjadi lebih 

baik nantinya. 
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